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ABSTRAK 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan 

yang masih seringnya terdapat permasalahan dan keraguan akan kebenarannya.  Tujuan 

penelitian  ini untuk  melihat  pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan 

keuangan, dan penerapan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pada  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan sampel dalam 

penelitian ini dipilih sebanyak 44 auditor dengan menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu auditor yang pernah melakukan audit selama tiga tahun terakhir. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan instrumen berupa 

kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.Hasil   yang   

diperoleh   dalam   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   sistem pengendalian internal, 

audit laporan keuangan, dan penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa dengan adanya penerapan sistem 

pengendalian internal dan hasil audit laporan keuangan yang baik, serta penerapan good 

governance yang maksimal maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. 

 

Kata   kunci:   Sistem   Pengendalian   Internal,   Audit   Laporan   Keuangan, 

Penerapan Good Governance, Kualitas Laporan Keuangan.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi  
untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  atau  eksistensi  suatu  organisasi dalam  satu  
periode.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  No.1 menjelaskan 
definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. (PP No. 71, 2010). Menurut  
(Mahsun, dkk, 2011:115) Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi  yang  
berisi  informasi keuangan  yang  digunakan oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan baik  
internal maupun eksternal.  Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan 
bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat 
dipahami oleh para pemakai. 

Sebagai salah satu informasi yang paling berguna dalam rangka pengambilan 
keputusan maka laporan keuangan haruslah berkualitas.   Menurut (Harahap, 2008 : 126)  
Karakteristik  kualitatif (kualitas)  merupakan  suatu  ciri khas  yang  membuat informasi 
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus  
mampu  menyajikan  laporan keuangan  yang  mengandung informasi   keuangan   yang   
berkualitas, karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 
digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapatdi dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan  kebutuhan  para  pemakai (Nurillah,  
2014).  Laporan  keuangan  pemerintah yang dihasilkan harus  memenuhi prinsip-prinsip  
tepat  waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014). 

Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni (1) Relevan, laporan keuangan dikatakan 
relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, 
memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain 
itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. (2) Andal, 
informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (3) Dapat 
dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau  laporan keuangan 
entitas pelaporan  lain pada umumnya. (4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 
2012). Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan aktif untuk menyajikan laporan keuangan 
yang berkualitas yaitu informasi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan kriteria 
nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.  Namun, 

http://ikumpul.blogspot.com/2013/05/paradigma-asas-dan-karakteristik.html
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pada kenyataannya permasalahan di dalam laporan keuangan pemerintahan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat masih sering terdapat 
permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Terlihat dari fakta yang terjadi di lapangan 
menunjukkan bahwa dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 533 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 yang diperiksa pada semester I 
tahun 2016 untuk seluruh daerah di Indonesia menemukan dan mencatat permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 6.016 
permasalahan ketidakpatuhan  yang  berdampak  finansial terdiri dari permasalahan yang 
mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1,17 triliun, potensi kerugian daerah sebesar  
Rp538,88  miliar,  dan  kekurangan  penerimaan  sebesar  Rp809,01  miliar. Permasalahan 
tersebut kerap terjadi karena masih terdapatnya kelemahan sistem pengendalian internal 
pada pemerintah daerah sehingga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berdampak finansial. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah 
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
(PP No. 60 : 2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa 
unsur, diantaranya (PP No. 60: 2008): (1) Lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, 
(3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian 
intern. Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang  memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur 
yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan  
yang  baik  disebut  dengan pengawasan  intern (PP  No. 60  Tahun 2008). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu, apakah sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan good 
governance berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan 
penerapan good governance secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

  



 
 

 92 | FE UNIMED 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 
periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut 
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu 
proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun 
buku yang bersangkutan (Baridwan, 2008). “The financial statements other than as a means 
to provide financial information also serves as a means of  accountability and 
performance evaluation of financial performance in particular.” (Agung and 
Winarningsih, 2016). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 
menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

 

2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 
alokasi sumber daya (PP No. 71 Tahun 2010). Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan 
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya, dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 
ekuitas dana pemerintah. 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 
ekonomi. 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 
e. Menyediakan    informasi    mengenai    cara    entitas    pelaporan    mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 
f. Menyediakan  informasi  mengenai  potensi  pemerintah  untuk  membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 
g. Menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  mengevaluasi  kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
2.3 Sistem Pengendalian Internal 

Menurut  (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008) Sistem pengendalian intern 
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan  seluruh pegawai untuk  memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan  pelaporan  
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keuangan,  pengamanan  asset  negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-
undangan. “Improvements of monitoring and reporting on internal  control  to  improve  the  
quality  of  financial  reporting  on  the  banking industry.” (Altamuro & Beatty, 2010). 
“Internal control over financial reporting is a system of checks and balances which is 
monitored by management and reviewed by the board of directors and internal auditors.” 
(Nuryanto & Afiah, 2013). Menurut (Premuroso & Houmes, 2012) terdapat pengaruh yang 
kuat antara internal control dengan financial statement. 

2.4 Audit Laporan Keuangan 

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang 
informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang 
kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi 
dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh 
seorang yang independen dan kompeten (Arens & Loebbecke, 2012:7). 

Menurut (Mulyadi 2010:9), Auditing adalah suatu proses sistematik untuk 
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk  menetapkan tingkat 
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, 
serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

Menurut (Agoes 2012:4)  Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara 
kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 
disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti- bukti 
pendukungnya,  dengan tujuan untuk  dapat  memberikan pendapat  mengenai kewajaran 
laporan keuangan tersebut. 

2.5 Penerapan Good Governance 

Good  governance  adalah  tata  kelola  yang  baik  pada  suatu  usaha  yang 
dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good Governance  juga 
dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan 
urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). Sehingga sumber daya 
negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-
besarnya  untuk  kemakmuran dan  kemajuan rakyat  dan  negara.  Tasios  & Bekiaris  
(2012)  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  utama  rendahnya  kualitas laporan keuangan 
adalah pemerintahan yang buruk. 

 

2.6 Tujuan Penerapan Good Governance 

Penerapan good governance sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sikap 
kepercayaan di kalangan  masyarakat  sebagai syarat  mutlak  bagi suatu  organisasi untuk 
dapat berkembang lebih baik lagi. Penerapan good governance dapat menciptakan laporan 
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keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan 
stakeholders  baik  bidang  sosial,  ekonomi,  maupun politik  serta pendayaan sumber daya 
yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut   keperluan   masing-
masing   (Salam,   2007).   Tiga   aspek   utama   yang mendukung terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) adalah pengawasan, pengendalian dan 
pemeriksaan (Mardiasmo, 2009:189). Ketiga aspek ini sangat diperlukan pemerintah dalam 
merumuskan pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja kepada masyarakat. 

a. Pengawasan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu   
masyarakat,   Mahkamah   Agung,   Mahkamah   Konstitusi,   dan Lembaga lain baik 
di pusat maupun daerah untuk mengawasi kinerja pemerintahan. 

b. Pengendalian (control), yaitu mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk  
menjamin  bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik 
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

c. Pemeriksaan (audit), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 
independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil 
kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan 

2.7 Kerangka Berfikir 

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja 
perusahaan/organisasi,   perubahan   ekuitas,   arus   kas   dan   informasi   lain   yang 
merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha. 
Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan 
mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam 
pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) serta melindungi sumber organisasi.  
Semakin  baik  sistem  pengendalian  internal  maka  nilai  informasi  dari laporan keuangan 
yang dihasilkan akan semakin baik pula. 

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi 
bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat 
apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan,  yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit merupakan 
kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi 
professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja suatu organisasi telah sesuai dengan 
standar  yang  ditetapkan.  Hasil audit berujung pada laporan yang berisi informasi tentang 
kesesuaian antara informasi yang diuji dengan kriterianya, atau ketidaksesuaian dengan 
menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut. Maka dari itu audit laporan keuangan 
dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. 

Penerapan good governance dapat menciptakan laporan keuangan berkualitas. 
Pengertian  good  governance  sering  diartikan  sebagai  kepemerintahan  yang  baik. Dapat 
dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajamen pembangunan 
yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar  yang 
efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara 
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politik maupun administratif, menjalankan disiplin angaran serta penciptaan legal political 
frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Keberhasilan penerapan good governance dan 
kualitas laporan keuangan dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada instansi Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gatot 
Subroto, Km. 5,5 Medan 20122. Memilih BPKP sebagai objek penelitian berdasarkan 
pertimbangan bahwa BPKP merupakan auditor internal pemerintah dimana kegiatannya 
tidak sepenuhnya kegiatan audit melainkan lebih kepada pengawasan  yang  bersifat  
pembinaan.  Dalam  kegiatan  pengawasan  ini,  auditor internal ditempatkan sebagai 
“consultant”, dengan fokus kerja yang dilakukan yaitu melakukan penilaian terhadap 
penggunaan sumber daya agar menjadi efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, auditor 
internal dalam hal ini BPKP, lebih diposisikan sebagai “catalyst”, yaitu membantu 
manajemen maupun pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam 
organisasi/pemerintah. Secara fungsional BPKP memiliki peran yang efektif dalam 
membangun negara menjadi lebih baik, khususnya  dalam  hal  pengawasan  pengelolaan  
keuangan  negara.  Penelitian  ini dimulai dari bulan Januari 2017 hingga selesai. Sampel 
dalam penelitian ini adalah auditor yang pernah melakukan audit laporan keuangan selama 
tiga tahun terakhir dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian  ini  memperlihatkan  hasil  pengujian  secara  simultan  diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < α (0,05) atau Fhitung (19,528) > Ftabel (2,84), maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa H1  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, 
audit laporan keuangan, dan penerapan good governance secara simultan memiliki pengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga baik   buruknya   sistem  pengendalian  
internal,   audit   laporan  keuangan,   dan penerapan  good  governance  secara  simultan  
mempengaruhi  baik  buruknya kualitas laporan keuangan. Hasil ini didukung dengan nilai 
koefisien determinasi (Adjusted  R  Square)  sebesar  0,564.  Artinya  sebesar  56,4%  
variabel  kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan 
selebihnya yaitu sebesar 43,6% (100 – 56,4) dijelaskan oleh faktor lain selain variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini dilihat bahwa secara parsial sistem pengendalian internal 
memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan nilai 
koefisien regresi (β) dari hasil perhitungan koefisien bertanda positif. Hal ini sesuai dengan 
teori yang diharapkan dimana sistem pengendalian internal mempunyai hubungan yang 
positif dengan kualitas laporan keuangan.  Artinya adalah semakin baiknya sistem 
pengendalian internal pada suatu organisasi maka laporan keuangan yang dihasilkan juga 
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akan semakin berkualitas. Hal ini sependapat dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2008 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta 
pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jika suatu pengendalian 
internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya dan data akan terkendali, tujuan 
akan tercapai, risiko dapat diminimalisir, dan informasi yang dihasilakan akan lebih 
berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal  dalam  sistem  akuntansi  akan  
menghasilkan  informasi  akuntansi  yang lebih berkualitas dan dapat diaudit. Hasil penelitian 
ini juga mendukung penelitian (Herawati, 2014) bahwa sistem pengendalian internal 
memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

Audit  laporan  keuangan  dalam  penelitian  ini  secara  parsial  memiliki pengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan nilai koefisien regresi (β) dari 
hasil perhitungan koefisien  bertanda positif.  Hal ini sesuai dengan teori yang diharapkan 
dimana audit laporan keuangan mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas laporan 
keuangan. Artinya adalah semakin baik hasil audit laporan keuangan maka laporan keuangan 
yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini sependapat dengan Boynton (2007) yang 
menyatakan bahwa audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan.  Audit  laporan keuangan merupakan proses sistematis  
untuk  memperoleh  serta  mengevaluasi  bukti  yang  dilakukan  untuk menentukan apakah 
laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 
(UU No. 15 Tahun 2004). 

Penerapan good governance secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah, dan nilai koefisien regresi (β) dari hasil perhitungan 
koefisien  bertanda positif. Hal ini sesuai dengan teori yang diharapkan  dimana  
penerapan  good  governance  mempunyai  hubungan  yang positif dengan kualitas laporan 
keuangan. Artinya adalah semakin baik penerapan good governance maka kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Hal ini sependapat dengan Salam 
(2007) yang menyatakan bahwa good governance dapat menciptakan laporan keuangan 
pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah, 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan stakeholders baik 
bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia  
atau  pun  keuangan  yang  dilaksanakan  menurut  keperluan  masing- masing. Pengelolaan 
keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata  kelola  pemerintahan  yang  
baik.  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung penelitian (Azlim, dkk, 2012) bahwa 
penerapan good governance memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan   yang  telah  dilakukan  dan 
diuraikan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan yaitu sistem pengendalian internal, audit 
laporan keuangan, dan penerapan good governance memiliki pengaruh terhadap kualitas 
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laporan keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < α (0,05), yang artinya  semakin  
baik  penerapan sistem pengendalian  internal,  hasil audit  laporan keuangan, dan 
penerapan good gevernance, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin 
berkualitas. Diketahui bahwa jika penerapan sistem pengendalian internal berjalan dengan 
baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, 
begitu juga dengan audit laporan keuangan yaitu dapat meningkatkan kredibilitas 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sama halnya dengan sistem 
pengendalian internal dan audit laporan, penerapan good governance juga sangat berperan 
penting dalam meningkatkan kualitas  laporan  keuangan.  Ketiganya  memiliki  fungsi  
dan  tujuan  yang  dapat memberi dampak bagi hasil penyusunan laporan keuangan 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran untuk 
peneliti-peneliti selanjutnya maupun pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Pemerintah  daerah  sebaiknya  menerapkan  sistem pengendalin  internal, 
memperbaiki struktur dan proses organisasi berdasarkan rekomendasi- 
rekomendasi yang diperoleh dari hasil audit laporan keuangan, dan 
memaksimalkan penerapan good governance sehingga laporan keuangan 
pemerintah daerah bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik lagi. 

2.   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data cakupan yang lebih 
luas sehingga dapat  menggambarkan kondisi yang ada dan memberikan hasil 
yang lebih baik. Misalnya dengan menambah jumlah sampel yang digunakan. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini atau 
menambah variabel lain yang dianggap mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
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